
122

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1. Identitas Partai Politik dan Ideologi Partai Politik, serta Arah Perjuangan

Partai Hanura, secara umum dituangkan dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura hasil revisi yang

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016. Yang secara

sederhana menjelaskan bahwa Partai Hanura ini dalam kancah perpolitikan

nasional merupakan salah satu partai nasionalis yang cukup disegani, oleh

karena para pendiri partai sendiri merupakan tokoh-tokoh politik senior di

tanah air. Partai Hanura tampil sebagai suatu partai politik yang tidak

banyak melakukan tawar-menawar dalam konsep pembangunan bangsa,

sehingga bisa kita lihat dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,

partai Hanura memilih untuk masuk dalam koalisi pemerintah dan

mensukseskan program-program pemerintah, konsep ini dijalankan agar

supaya pembangunan bangsa terus berjalan sehingga tercapainya tujuan

bersama dalam maklumat UUD 1945.

2. Proses recalling anggota di lakukan dengan alas an dilakukannya Recall

terhadap anggotanya oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura

KLU, antara lain : Mengundurkan diri, adanya konflik di internal Partai,

melanggar AD/ART Partai, dan dia sudah tidak lagi sebagai anggota partai
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(keluar dari partai Hanura). Sedangkan mekanisme yang dijalankan dalam

rangka pelaksanaan hak recal oleh DPC Partai Hanura KLU adalah dengan

mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan

terkait, seperti : Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3,

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan

Kota, serta mengikuti pentunjuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 tentang Paergantian Antar Waktu

(PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan proses recalling terhadap Arif Usman adalah bentuk

pemberhentian karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri

berdasarkan surat pengunduran diri yang disampaikan secara tertulis oleh

Arif Usman.

3. Implikasi dari keberadaan hak Recall yang dilaksanakan oleh DPC Partai

Hanura KLU, memiliki beberapa implikasi, pertama implikasi yang

menyebabkan konflik di internal partai seperti : Terjadinya tumpang tindih

keslahan di internal partai, Terjadinya perebutan kursi pengganti anggota

yang telah di Recall, Para anggota mulai membuka rahasia partai, yang

diakibatkan oleh ketidaknyamanan anggota terhadap pengurus baru,

Munculnya ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus baru, Pihak

unternal partai mulai ditinggalkan oleh kader-kader militant yang

mengakibatkan partai Hanura kehilangan basis masa, dan Terjadinya

kemerosotan luas biasanya terhadap elektabilitas partai Hanura, terbukti
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dengan hasil Pemilu 2019, Partai Hanura KLU tidak satu pun mendapat

jatah kursi di DPRD KLU. Kedua hak Recall oleh partai politik juga

berdampak secara kelembagaan di DPRD KLU seperti sangat lambannya

pelaksanaan jalannya kebijakan di lembaga DPRD KLU yang diakibatkan

oleh lamanya para anggota dewan pengganti dalam beradaptasi dengan

lingkungan pekerjaan di lembaga DPRD KLU.

4. Strategi kebijakan yang dapat diambil guna meminimalisir dampak dari

adanya mekanisme Recall oleh partai politik, tentunya dapat

dimaksimalkan upaya bermusyawarah di internal partai untuk menghindari

adanya konflik kepentingan, serta di tubuh lembaga DPRD sendiri harus

dimaksimalkan kinerja dengan mebentuk Badan Musaywarah (BAMUS)

serta memaksimalkan fungsi dan peran dari Sekretarisat Dewan (Sekwan)

sebagai salah satu alat pembantu kelembagaan DPRD, selain itu Partai

hanura juga melakukan beberapa upaya penguatan hubungan dengan actor

luar seperti partai PKB dan PPP yang merupakan partai yang satu fraksi

dengan Partai Hanura di DPRD KLU.

5. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Partai Hanura dalam

menjaga kesetiaan kader dan anggota partai, diantaranya: memperbaiki

administrasi keanggotaan partai, menjalanakn hak dan kwajiban anggota,

menjalankan fungsi pendidikan politik bagi anggota partai, dan

membentuk alat kelengkapan partai sebagai komunitas tersendiri bagi para

anggota partai dalam berkontribusi bagi pengembangan anggota partai.
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5.2. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada : Pertama, kepada

pengurus DPC Partai Hanura agar lebih intens mengadakan musywarah dan

berunding dalam menyelesaikan segala persoalan baik yang sifatnya intenal

maupun ekternal partai, apalagi sebelum mengambil langkah-langkah Recall

terhadap anggota partai yang sedang memegang amanat sebagai Wakil Rakya di

lembaga DPRD, supaya pelaksanaan hak Recall tersebut tidak semata-mata atas

pertimbangan politis semata sehingga berakibat pada tindakan mengesampingkan

daulat rakyat yang menjadi ruh demokrasi. Kedua bagi lembaga DPRD KLU agar

terus memaksimalkan peran dari semua alat kelengkapan DPRD, khsusnya Badan

Musayawarah (BAMUS) dan Sekretariat Dewan (Sekwan) sehingga segala

kebijakan partai yang dijalankan pada pertengahan priode masa jabatan anggota

DPRD tidak menyebabkan lembaga DPRD menjadi kesulitan dalam menjalankan

kebijakan-kebijakannya.
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